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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Pada dasarnya hak-hak dasar warga negara sudah diatur dalam konstitusi, 

seperti hak atas tanah yang dijamin dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 

menguasai, maka negara menentukan ha-hak atas tanah yang salah satunya adalah 

hak milik. Selain itu perlindungan hak atas tanah juga diatur dalam UUPA dan UU 

HAM. Adaapun diatur dalam Deklarasi Internasional seperti Deklarasi Universal Hak 

Asasi Manusia yang meliputi Kovenan Hak Ekonomi, sosial, budaya, dan Hak sipil 

politik.  

Perlindungan hak atas tanah diatur guna menghormati, melindungi dan 

menenuhi, Hak Asasi Manusia, Ketika pemerintah mempunyai kebijakan dalam hal 

pembangunan untuk kepentingan umum, maka yang harus dilakukan adalah dengan 

memperhatikan dampak yang akan terjadi terhadap warga yang akan terkena dampak. 

Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur 

dalam UU Nomor 2/2012 untuk melancarkan pembangunan. Dalam melakukan 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum, untuk menghindari konflik setidaknya 

harus megedepankan asas-asas yang ada dalam Undang-Undang tersebut guna 

menghormati dan melindungi hak warga yang terdampak.  
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Namun, dalam pelaksanannya hampir setiap pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan selalu menimbulkan konflik. Hal 

ini terjadi dalam kasus pengadaan tanah untuk Normalisasi Sungai Ciliwung. Konflik 

ini terjadi karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melanggar ketentuan hukum dan 

mengabaikan hak atas tanah warga Bukit Duri. Padahal dalam Undang-Undang 

Pengadaan Tanah sudah mengatur mengenai asas-asas yang harus diperhatikan agar 

tidak terjadi konflik. Namun, dalam kenyataanya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

tidak menjalankan amanat yang ada di Undang-Undang. Pada sisi lain pemerintah 

telah menjamin, melindungi, dan menghormati setiap hak warga negara, dengan 

berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi, pada 

implementasinya pemerintah juga tidak mematuhi aturan-aturan yang telah dibuat. 

Sehingga tidak ada jaminan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah 

yang benar-benar pasti, meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Pengadaan 

Tanah Untuk Kepentingan Umum. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada 

pelaksananya dilakukan dengan cara-cara yang tidak wajar. Seharusnya proses 

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan dengan 

lebih transparan. 

Padahal partisipasi dan musyawarah merupakan kunci di dalam perencanaan 

pembangunan, dengan melibatkan seluruh warga terdampak. Namun, dalam kasus 

Bukit Duri ini prosedur tersebut tidak dijalankan oleh pelaku pembangunan dan 

pemerintah sehingga lebih kepada cara-cara dan perlakuan yang tidak wajar dalam 

melaksanakan penggusuran.  
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